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ABSTRAK

Ashabul Kahfi 2021, Analisis Transparansi Pengeunaan Dana Kelurahan
Khususnya di Kelurahan Jagong, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene
dun Kepulauan. Skripsi, Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.
Pembimbing | A.Rahim Pembimbing Il Aulia Andika Rukman.

Transparansi merupakan Jaminan akses informasi, serta adanya
kemudahan akses informasi dan masyarakat atau kebebasan untuk setiap orang
memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi
tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaanya, serta hasil-hasil yang
dicapai. Merujuk terkait Kekuasan Otonomi Daerah yang diberikan sesuai UU No
23 thn 2014

Jenis penelitian ini menggunakan kuahtatif dimana penelitian ini
diharapkan dapat menjelaskan fenomena yang ada terutama vyang berkaitan
Analisis Transparansi Anggaran di Kelurahan.

Hasil Pada Pentlitian im menjelaskan bahwa transparasi terkait pelaporan
Keuangan masih belum sepenuhnya diketehaui oleh Masyarakat dan Tokoh
masyarakat. Namun dalam hal dalam Pelaporan keuangan ke Pemerintah sudah
efisien dan akuntabel diliat dan bukti Laporan Penggunaan Dana yang dimuat di
Kelurahan Jagong.

Kata Kunci : Transparansi,Anggaran,Kelurahan.
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BAB1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Reformasi penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pengaturan
hubungan keuangan pusat-daerah diatur melalui UU nomor 22 tahun 1999 tentang
pemerintahan Daerah dan UU nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan
keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah yang kemudian direvisi melalui
UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 33 tahun 2004
tentang penmbangan kecuangan Pusat dan Daerah  Pemberitahuan Otonomi
Daerah kepada Daerah Kabupaten dan Kota dalam UU ini diselenggarakan atas
dasar otonomi luas. Kewenangan Otonomi Daerah adalah keseluruhan
kewenangan | penyelenggaraan pemerintahan seperti perencanaan, perijinan,
pelaksanaan dan lain sebagainya, kecuali kewenangan dibidang-bidang
pertahanan keamanan, peradilan, Politik luar Negeri, Moneter/Fiskal dan agama
serta kewenangan lainya yang diatur oleh peraturan perundangan yang lebih
tinggi. Penyelenggaraan Otonomi pada tingkat propinsi meliputi kewenangan-
kewenangan lintas Kabupaten dan Kota dan kewenangan yang tidak atau belum
dilaksanakan Daerah Otonomi Kabupaten dan Kota serta kewenangan bidang
Pemerintahan lainya.

Menurut UU No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah,
penyelenggaraan pemerintah  Daerah, penyelenggaraan pemerintah
daerahdilaksanakan atas: azas desentralisasi, azas dekonsentrasi, dan tugas

pembantuan. Azas desentralisasi dalam UU ini menganut pengertian bahwa: (1)




pemberian wewenang pemernintahan yang luas pada Daerah Otonom, kecuali
wewenang dalam bidang pertahanan keamanan, Politik Luar Negeri, peradilan
danMonitor/Fisikal, Agama serta kewenangan bidang pemerintahan lainya; (2)
proses dalam pembentukan Daerah Otonom vyang baru berdastkan azas
desentralisasi, atau mengakui adanya Daerah Otonom yang sudah dibentuk
berdasarkan perundang-undangan sebelumnya. (Hadi, 2016, https://desa bangsa.
wordpress.com/2015/02/12/, mengawal-dana desa, diakses Senin, 25 Maret 2019
Pukul 21.30 WITA).

Hakekat desentralisasi adalah membawa negara  lebih dekat dengan

masyarakat lokal maupun mendorong tumbuhnya tata pemerintahan lokal

yang lebih demokratis. Desentralisasi vis a vis otonomi daerah tidak akan

menghasilkan demokrasi lokal apabila sentralisasi dan korupsi hanya

sckedar dipindahkan ke daerah, bukan menguranginya. Demokrasi lokal

scharusnya memenuhi beberapa aspek yaitu:

a. Partisipasi dan masyarakat,

b. Pengelolaan sumber daya akuntabel dan transparan oleh masyarakat,
¢. Dimanfaatkan secara responsif untuk kepentingan masyarakat luas.

Pembangunan di Indonesia didorong dari adanya -dinamika yang
menuntut perubahan-perubahan disisi pemerintah maupun disisi warga ke depan,
pemerintah dan pemimpin politik di negara diharapkan menjadi lebih demokratis
dan efisien dalam pembangunan sumber daya publik, efektif menjalankan fungsi
pelayanan publik lebih tanggap serta mampu menyususun kebijakan program dan
hukum yang dapat menjamin hak asasi dan keadilan sosial. Sejalan dengan
harapan baru terhadap peran tersebut, warga juga diharapkan untuk menjadi warga
yang memiliki kesadaran akan hak dan kewajibannya lebih terinformasi, memiliki
solidaritas terhadap sesama, bersedia berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan

urusan publik, memiliki kemampuan untuk berurusan dengan pemerintah dan




institusi publik lainnya, tidak apatis, serta tidak mementingkan diri sendiri. Warga
seperti tersebut diatas berarti adanya perubahan dalam pola Good Governance.

Governance disint diartikan sebagai mekanisme praktik dan tata
carapemerintah  dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan
masalahmasalah publik. Dalam konsep Governance, pemerintah hanya menjadi
salah satuaktor paling menentukan. Implikasinya peran pemerintah sebagai
pembangunmaupun penyedia jasa pelayanan dan infrastruktur akan bergeser
menjadi badanpendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasipihak
lain dikomunitas dan sektor swasta untuk ikut aktif melakukan upaya tersebut.
(Dwiyanto, Agus. 2006. Mewujudkan Good Governance Melayani Publik. Gadjah
Mada University. Yogyakarta.)

Demokrasi  adalah rakyat memerintah atau pemerintahan vyang
seringsekali dikatakan sebagai dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Namun
demikian, demokrasi tersebut cenderung mengarah pada sistem pemerintahan
agresif dan tidak stabil cenderung mengarah pada tirani. Menurut Robert A. Dahl,
setidaknya ada enam lembaga yang dibutuhkan dalam penerapan sistem
demokrasi ini, yakni: Pertama, para pejabat yang dipilih. Kedua, pemilihan umum
yang jujur, adil, bebas, dan berperiodik .Ketiga, kebebasan berpendapat. Keempat,
akses informasi-informasi alternatif. Kelima, otonomi asosiasi, yakni, warga
negara berhak membentuk perkumpulan-perkumpulan atau organisasi-organisasi
yang relatif bebas. Keenam, hak kewarganegaraan vang inklusif. (Bintaro, R.

1989. Dalam Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya. Ghalia Indonesia.

Jakarta).




Berdasarkan uvraian diatas peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian
dengan judul “Analisis Transparansi Penggunaan Dana Kelurahan Khususnya di
Kelurahan Jagong, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang, maka dirumuskan masalah:

1. Bagaimanakah transparansi penggunaan dana yang diperuntukkan untuk
kesejahteraan masyarakat Kelurahan di Kelurahan Jagong, Kecamatan
Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan?

2. Apa kendala yang dihadapi oleh Kelurahan Jagong dalam penerapan
transparansi penggunaan dana Kelurahan di Kelurahan Jagong, Kecamatan
Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan?

C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan . yang ingin dicapai dan penelitian ini, adalah sebagai
berikut:

l. Untuk mengetahui transparansi penggunaan danaz Kelurahan di
Kelurahan Jagong, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan.

2. Untuk mengetahwi apa kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam
penerapan transparansi penggunaan dana Kelurahan di Kelurahan

Jagong, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.




D. Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini diharapkan
memiliki manfaat sebagai berikut:
1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah I[Imu
Pemerintahan khususnya berkaitan dengan transparansi penggunaan dana.
2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada

instansi kelurahan untuk melakukan transparansi pemggunaan dana.




BAB 11
KAJIAN PUSTAKA

A. Pemerintahan Good Governance

Untuk mewujudkan good governance dalam konteks otonomi daerah
sekaligus bagaimana upaya sistem pelayan publik yang berorientasi pada
kebutuhan dan kepuasan serta kesejahteraan masyarakat, diperlukan adanya
reformasi kelembagaan (institutional reform) dan reformasi manegemen publik
{public management reform). Reformasi kelembagaan menyangkut pembenahan
seluruh alat-alat pemerintahan di daerah baik struktur maupun infrastrukturnya
dan yang menyangkut reformasi manegemen publik, organisasi secfor public
perlu mengadopsi beberapa praktik dan teknik managemen yang diterapkan sektor
swasta. Selain reformasi dan kelembagaan reformasi dan managemen publik,
untuk mendukung terciptanya good governance, maka diperlukan serangkaian
reformasi lanjutan terutama terkait dengan sistem pengolaan pemenntah daerah.

Istilah  governance . menunjukkan suatu proses dimana rakyat bisa
mengatur ekonominya ,institusi dan sumber-sumber sosial dan politiknya tidak
hanya di pergunakan untuk membangun, tetapi juga untuk menggunakan integrasi,
kohesi dan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian bahwa kemampuan suatu
negara untuk mencapai tujuan negara sangat tergantung pada kualitas tata
kepemerintahan di mana pemerintah melekukan interaksi dengan sektor swasta
dan masyarakat, secara konseptual pengertian kata baik fgood) dalam istilah
kepemerintahan yang baik (good governance) mengandung dua pemahaman,

yakni;



a. Nilal yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat, dan nilai
nilai yang meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan
nasional kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial.

b. aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam
pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut.

Dalam kamus bahasa Indonesia good governance di terjemahkan sebagai
tata pemerintah yang baik, namun ada yang menerjamahkan sebagai
penyelenggara pemerintahan yang baik.di samping itu, arti yang lain good
governance sebagai pemerintah yang amanah. Jika good governunce di
terjemahkan sebagai penyclenggara pemerintahan yang amanah, maka good
governunce dapat di defenisikan sebagal penyelenggaraan pemerintahan secara
partisipatif, efektif, jujur, adil, transparan, dan bertanggung jawab kepada semua
level pemerintah.

Lembaga adminstrasi negara mendefinisikan good governance sebagai
penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta
efisien dan efektif dalam menjaga “kesinergisan” interaksi yang konstruktif di
antara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat (society).

Peraturan pemerintah dalam 101 tahun 2000, merumuskan arti good
governance sebagal berikut: “kepemerintahan yang mengembangkan dan
menerapkan prinsi-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan
prima, demokrasi, efesiensi, efektivitas, supermasi hukum dan dapat diterimah

oleh seluruh masyarakat™.




Good governance di laksanakan agar kinerja pemerintahan daerah lebih
terarah sesuai dengan kemampuan dan kapasitas yang menandai guna mencapai
hasil yang lebih baik dan terciptanya struktur pemerintahan yang ideal yang
berorientasi pada tujuan pembangunan nasional. Berdasarkan pengertian dan
defenisi di atas.good governance berorintasi pada:orientasi ideal, negara yang di
arahkan pada pencapaian tujuan nasional. Orientasi ini bertitik tolak pada
demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan eclemen konstituenya.
Pemerintahan yang berfungsi secara ideal, secara efektif dan efisien dalam
melakukan upaya mencapai tujuan nasional. Orientasi kedua ini tergantung pada
sejaith mana pemerintah mempunyai Kompetisi dan scjauh mana sirukiur serta
mekanisme politik serta demokratif berfimgsi secara efektif dan efisien sehingga
unsur-unsur dalam kepemerintahan (governance stakeholders) dapat di
kelompokkan menjadi tiga kategori yaitu:

1. Pemerintahan (negara), Negara yang di arahkan pada pencapaian tujuan
nasional. Konsepsi pemerintahan pada dasamya adalah kegiatan kenegaraan,
tetapi lebih jauh dan melibatkan pula sektor swasta dan kelembagaan
masyarakat madani.

2. Sektor swasta, Pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif
dalam interaksi dalam sistem pasar, sepertt: industri, pengolahan perdagangan,
perbankan, dan koperasi dan koperasi sektor informal.

3. Masyarakat madani, Kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada

dasarnya berada di antara atau tengah-tengah antara pemerintah, mencakup




baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi sosial
politik dan ekonoimi.

Prinsip dasar yang melandasi perbedaan antara konsepsi kepemerintahan
(governance) dengan pola pemerintah yang tradisional, adalah terletak pada
adanya tuntutan yang demikian kuat agar peranan pemerintah di kurangi dan
peranan masyarakat (termasuk dunia usaha dan L.SM/organisasi non pemerintah)
semakin di tingkatkan dan semakin terbuka aksesnya. Rencana strategi lembaga
administrasi negara tahun 2000-2004, di sebutkan perlunya pendekatan baru
dalam mengembangkan negara dan pembangunan agar terarah dan terwujudnya
pemerintahan _yang baik yakni “proses pengelolaan. pemerintah demokratis,
profensional menjunjung tinggi supermasi hukum dan hak asasi manusia,
desentralistik, partisipatif, transparan, keadilan, bersih dan akuniabel, suapaya
berdaya guna, berhasil guna dan berorientasi, dan pemingkatan daya saing
bangsa”.

Prinsip atau asas transparansi sendiri adalah sikap membuka din terhadap
hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak
diskriminatif tentang pengelolaan keuangan kelurahan dalam setiap tahapannya,
baik dalam perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggung-
jawaban, maupun hasil pemeriksaan, dengan tetap memperhatikan perlindungan

atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia kelurahan.
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B. Transparansi
a) Pengertian Transparansi

Konsep transparansi vang dimaksud dalam penelitian ini adalah
terbentuknya akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi
mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan
pertanggungjawaban alokasi dana pada sebuah instansi. Hal ini didasarkan
pada pendapat beberapa ahli, yaitu sebagai berikut:

Menurut Lalolo (2003:13) transparansi adalah prinsip yang
menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh
informasi tentang penyelenggaraan pemenatahan, yakni mformasi tentang
kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai.

Menurut Mustopa Didjaja  (2003:261) transparansi adalah
keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan sehingga
dapat dapat diketahui oleh masyarakat. Transparansi pada akhirnya akan
menciptakan akuntabilitas antara pemenntahan dengan rakyat.

Menurut Mardiasmo dalam Knstianten (2006:45) menyebutkan
transparansi adalah keterbukaan pemenntah dalam memberikan informast
yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada
pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat. Mardiasmo menyebutkan
tujuan transparansi dalam penyelenggaraan pemenntahan desa yaitu:

a. Salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada
masyarakat

b. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan pemerintahan

¢. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan

pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek
KKN.
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Menurut Kristianten (2006:31), transparansi akan memberikan
dampak posotif dalam tata pemerintahan. Transparansi akan meningkatkan
pertanggungjawaban para perumus kebijakan sehingga kontrol masyarakat
terkadap para pemenang otoritas pembuat kebijakan akan berjalan efektif.

Pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2006, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
dikatakan transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan
masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-
luasnya tentang keunagan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin
akses atau kebebasan bagi sctiap orang untuk memperoleh informasi
tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil
yang dicapai.

Transparansi menjadi sangat penting bagt pelaksanaan fungsi-
fungsi pemerintah dalam menjalankan mandate dan rakyat. Mengingat
pemerintah memiliki kewenagan mengambil berbagai keputusan penting
yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan
informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya dengan
transparansi kebohongan sulit untuk disembunyikan (Bawias, 2015).

Menurut Mardiasmo (2006:45), transparansi berarti keterbukaan
(opennsess) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan
aktivitas pengelolaan seumber daya publik kepada pihak-pithak yang
membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informast

keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan
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keputusan oleh pihak-pthak yang berkepentingan.
Sedangkan transparansi penyelenggaraan pemenntahan daerah
dalam hubungannya dengan pemerintah daerah perlu kiranya perhatian

terhadap beberapa hal benikut,

a. Publikasi dan sosialisasi kebijakan-kebijakan pemerintah daerah
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

b. Publikasi dan sosialisasi regulasi yang dikeluarkan pemerintah
daerah tentang berbagai perizinan dan prosedurnya.

¢. Publikasi dan Sosialisasi tentang prosedur dan tata kerja dan
pemerintah daerah.

d. Transparansi dalam penawaran dan penetapan tender atau kontrak
proyek proyek pemerintah daerah kepada pihak ketiga, dan

e. Kesempatan masyarakat untuk mengakses informast yang jujur,
benar dan tidak disknminatif dari pemerintah daerah dalam
penyelenggaraan pemerintahan dacrah.

Selanjutnya dalam penyusunan peraturan daerah yang menyangkut
hajat hidup orang banyak hendaknya masyarakat sebagai stakeholders
dilibatkan secara proporsional. Hal ini disamping untuk mewujudkan
transparansi juga akan sangat membantu pemerintah daerah dan DPRD
dalam melahirkan Peraturan Daerah yang akuntabel dan dapat menampung
aspirasi masyarakat.

Transparansi berarti terbukanya akses bagi semua pihak yang

berkepentingan terhadap setiap informasi terkait seperti berbagai peraturan
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dan perundang undangan, serta kebijakan pemerintah dengan biaya yang
minimal. Informasi sosial, ekonomi, dan politik yang andal (reliable) dan
berkala haruslah tersedia dan dapat diakses oleh publik (biasanya melalw
filter media massa yang bertanggung jawab). Artinya, transparansi
dibangun atas pijakan kebebasan arus informasi yang memadai disediakan
untuk dipahami dan {untuk kemudian) dapat dipantau.

Dwiyanto (2006) mendefinisikan transparansi sebagai penyediaan
informasi tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan di
dalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai. Dari
pengertian tersebut dijelaskan bahwa transparansi tidak hanya sekedar
menyediakan informasi tentang penyelenggaraan pemernintahan, namun
harus disertai dengan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh
informasi tersebut.

Dwiyanto . (2006) mengungkapkan tiga indikator yang dapat
digunakan < untuk - mengukur tingkat transparansi  penyelenggaraan
pemerintahan.  Pertama, ~ mengukur tingkat  keterbukaan proses
penyelenggaraan pelayanan publik. Persyaratan, biaya, waktu, dan
prosedur yang ditempuh harus dipublikasikan secara terbuka dan mudah
duiketahui oleh yang membutuhkan, serta berusaha menjelaskan
alasannya. Indikator kedua merujuk pada seberapa mudah peraturan dan
prosedur pelayanan dapat dipahami oleh pengguna dan stakeholders yang
lain. Aturan dan prosedur tersebut bersifat “simple, straightforward and

easy toapply” (sederhana, langsung, dan mudah diterapkan) untuk
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mengurangl perbedaan dalam interpretasi. Indikator ketiga merupakan

kemudahan memperoleh informasi mengenai berbagai aspek

penyelenggaraan pelayanan publik. Informasi tersebut bebas didapat dan

siap tersedia (freely and readily available).

b) Prinsip-prinsip Transparansi

Setidaknya ada 6 prinsip transparansi yang dikemukakan oleh

Humanitarian Forum Indonesia (HF1) yaitu:

o

Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses (dana, cara,
pelaksanaaan, bentuk bantuan atau program)

Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail
keuangan,

Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya
alam dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh
umum.

Laporan tahunan

Website atau media publikasi organisasi

Pedoman dalam penyebaran informasi

Menurut Mustopa Widjaja (2003:261), prinsip terbuka tidak hanya

berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut keuangan, transparansi

pemerintah dalam perencanaan juga meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut:

a.

b.

C.

d

€.

Keterbukaan dalam  rapat penting dimana masyarakat ikut
memberikan pendapatnya.

Keterbukaan informasi yang berbubungan dengan dokumen yang
perlu diketahui oleh masyarakat.

Keterbukaan prosedur (pengambilan keputusan atau prosedur
menyusun rencana)

Keterbukaan register yang berist fakta hukum (catatan sipil, buku
tanah dii.)

Keterbukaan menerima peran serta masyarakat.

c¢) Indikator Transparansi

Kristianten (2006:73) mengemukakan bahwa transparansi dapat

diukur melalui beberapa indikator:
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Kesediaan dan aksesibilitas dokumen
Kejelasan dan kelengkapan informasi
Keterbukaan proses

Kerangka regulast yang menjamin transparansi

fao o

Transparansi merujuk pada ketersediaan informasi pada
masyarakat umum dan kejelasan tentang peraturan perundang-undangan
dan keputusan pemerintah, dengan indikator sebagai berikut:

Akses pada informasi vang akurat dan tepat waktu

Penyediaan informasi vang jelas tentang prosedur dan biaya

Kemudahan akses informasi

Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika tersedia pelanggaran
Berdasarkan indikator-indikator vang telah disediakan di atas,

o o

indikator prinsip transparansi dalam penelitian ini adalah:

a. Penyediaan dan akses informasi yang jelas tentang perencanaan,
prosedur pelaksanaan, dan pertanggungjawaban

b. Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat

¢. Keterbukaan proses pengelolaan

d. Keterbukaan informasi tentang dokumen pengelolaan APBD
C. Transparansi Penggunaan Dana Pemerintah

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi

setiap orng untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan
pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan
pelaksanaanya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi yakni adanya
kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan
informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintahan

yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan

o
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menhasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat
berdasarkan pada preferensi publik.

Prinsip ini memiliki 2 aspek, vyaitu (1} komunikasi publik oleh
pemerntahan, dan (2) hak masyarakat terhadap akses informasi. Keduanya
akan sangat sulit dilakukan jika pemerintah tidak menangani dengan baik
kinerjanya. Manajemen kinerja yang baik adalah titik awal dari transparansi.
Komunikasi publik menuntut usaha afirmatif dari pemerintah dari pemerintah
untuk membuka dan mendiseminasi informasi maupun aktivitas yang relevan.
Transparansi harus seimbang, juga dengan kebutuhan akan kerahasiaan
lembaga maupun informasi-informasi yang mempengaruhi hak  privasi
individu. Karena pemerintah menghasilkan data jumlah ‘besar, maka
dibutuhkan petugas informasi professional, bukan untuk membuat dah atas
keputusan pemerintah, tetapi untuk menyebar luaskan keputusan-keputusan
yang penting kepada masyarakat serta menjelaskan alasanp dari setiap
kebiajakan tersebut.

Transparansi  pada akhirnva akan menciptakan  horizontal
accountability antara pemerintah daerah dengan masyarakat sehingga tercipta
pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsive
terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. Transaparansi adalah prinsip
yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh
informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni tentang informasi
tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaanya serta hasil-hasil yang

dicapai.
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Transparansi adalah adanya kebyakan terbuka bagi pengawasan,
sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap
aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau publik. Keterbukaan
informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik uang sehat,
toleran dan kebijakan dibuat berdasarkan preferensi publik. Makna dari
taransparans: dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilihat
dalam dual hal yaitu : (1) salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah
kepada rakyat. (2) Upaya peningkatan manejemen pengelolaan dan
penyelenggaraan pemerintah yang baik dan mengurangi kesempatan praktek
Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKIN).

Sedangkan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah dalam
hubungannya' dengan pemerintah daerah perlu kiranya perhatian terhadap
beberapa hal berikut ; (1) publikasi dan sosialisasi kebijakan-kebijakan
pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, (2) publikasi
dan sosialisasi regulasi yang dikeluarkan pemerintah daerah tentang berbagai
perizinan dan prosedurnya, (3) publikasi dan sosialisasi tentang prosedur dan
tata kerja dari pemerintah daerah, (4) transparansi dalam penawaran dan
penetapan tender atau kontrak proyek-proyek pemerintah daerah kepada pihak
ketiga, (5) kesempatan masyarakat untuk mengakses informasi yang jujur
benar dan tidak diskriminatif dari pemerintah daerah dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah.

Selanjutnya dalam penyusunan peraturan daerah yang menyangkut

hajat hidup orang banyak hendaknya masyarakat sebagai stakeholders
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dilibatkan secara proposional. Hal ini disamping untuk mewujudkan
transparansi juga akan sangat membantu pemerintah daerah dan DPRD dalam
melahirkan peraturan daerah yang akuntabel dan dapat menampung aspirasi
masyarakat.

Transparansi1 berarti terbukanya akses bagt semua pihak yang
berkepentingan terhadap setiap informasi terkait sepertt berbagai peraturan
dan perundang-undangan, serta kebijakan pemerintah dengan biaya yang
minimal. Informal sosial ekonomi dan politik yang andal (reliable) dan
berkala haruslah tersedia dan dapat di akses oleh publik (btasanya melalut
filter media massa yang bertanggungjawab ). Artinya, transparansi dibangun
atas pijakan kebebasan arus informasi yang memadai untuk dipahami dan
{untuk kemudian) dapat dipantau. Transparansi jelas mengurangi tingkat
ketidakpastian | dalam  proses pengambilan keputusan dan implementasi
kebijakan publik. Sebab, penyebariuasan berbagai informasi yang selama ini
aksesnya hanya dimiliki pemerintab dapat membernkan kesempatan kepada
berbagai komponen masyarakat untuk turut mengambil keputusan. Oleh
karenanya, perlu dicatat bahwa informasi int bukan sekedar tersedia, tapi juga
relevan dan bisa dipahami publik. Selain itu, transparansi ini dapat membantu
untuk mempersempit peluang korupsi dikalangan para pejabat publik dengan
“terlihatnya” segala proses pengambilan keputusan oleh masyarakat tuas.

Peran media juga sangat penting bagi transparansi pemerintah, baik

sebagai sebuah kesempatan untuk berkomunikasi pada publik maupun

menjelaskan berbagai informasi yang relevan, juga sebagai “watchdog” atas
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berbagai aksi pemerintah dan perilaku menyimpang dari para aparat birokrasi.
Jelas, media tidak akan melakukan tugas ini tampa adanya kebebasan pers,
bebas dari intervensi pemerintah maupun pengaruh kepentingan bisnis.
Keterbukaan membawa konsekuensi adanya kontrol yang berlebih-lebihan
dari masyarakat dan bahkan oleh media massa. Karena itu, kewajiban atas
keterbukaan harus di imbangi dengan nilai pembatasan, yang mencakup
kriteria yang jelas dar aparat public tentang jenis informasi apa saja yang
mereka berikan dan pada siapa informasi tersebut diberikan.

Pada implementasi di pemernintah daerah seringkali terjebak dalam
“paradigma produksi” dalam hal penyebarluasan informasi ini seakan akan
transparansi sudah dilaksanakan dengan mencetak pamflet suatu program dan
menyebarluaskannya ke setiap kantor kelurahan/desa, atau memasang iklan
disurat kabar yang tidak dibaca oleh sebagian besar komponen masyarakat. Pola
pikir im perlu berubah menjadi “paradigma pemasaran”, yaitu bagaimana
masyarakat menerima informast dan memahaminya.

Mewujudkan transparansi dalam pelaksanaan administrasi publik schari-
hari, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain:

a. Pertama, kondisi masyarakat yang apatis terhadap program- program
pembangunan selama im1 membutuhkan adanya upaya-upaya khusus
untuk mendorong keingintahuan mercka terhadap data/informasi ini.
Untuk itu, dibutuhkan adanya penyebarluasan (diseminasi) informasi
secara aktif kepada seluruh komponen masyarakat, tidak bisa hanya

dengan membuka akses masyarakat terhadap informasi belaka.
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b. Kedua, pemilihan media yang digunakan untuk menycbarluaskan
informasi dan substansi/maten informasi yang disebarluaskan sangat
bergantung pada segmen sasaran yang dituju. Informasi yang
dibutuhkan oleh masyarakat awam sangat berbeda dengan yang
dibutuhkan oleh organisasi nonpemerintah, akademisi, dan anggota
DPRD. Selain itu, seringkali cara-cara dan media yang sesuai dengan
budaya lokal jauh lebih efektif dalam mencapai sasaran daripada
“media modern” seperti televisi dan surat kabar.

c. Ketiga, seringkali berbagai unsur nonpemerintah misalnya pers,
lembaga keagamaan, lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lebih
efektif untuk menyebarluaskan informasi daripada dilakukan
pemerintah sendiri. Untuk itu, penginformasian kepada berbagai
komponen strategis ini menjadi sangat penting (http//www.
mentawaikab.go.1d/benta/detail/wujudkan transparansi  penggunaan

dana desa).
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D. Kerangka Pikir

Berdasarkan kajian pustaka di atas, maka dapat disusun kerangka pikir

sebagai berikut:

Transparansi Penggunaan Dana di Kel.
Jagong, Kec. Pangkejene Kab. Pangkep

Proses Berjalannya Transparansi Kendala dalam menerapkan
penggunaan dana di Kel. Jagong, Kec. transparansi penggunaan dana di Kel.
Pangkejene Kab. Pangkep Jagong, Kec. Pangkejene Kab. Pangkep

Transparansi Penggunaan Dana di Kel.
Jagong, Kec. Pangkejene Kab. Pangkep

Gambar 2.1. Bagan Kerangka Pikir
E. Definisi Oprasional

Adapun kaijan kerangka pikir di atas, maka dapat disusun definisi
oprasional sebagai berikut :

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau
kebebasan bagi setiap orng untuk memperoleh informasi tentang
penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan,
proses pembuatan dan pelaksanaanya, serta hasil-hasil yang dicapai.
Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. DAU
(Dana Alokasi Umum) tambahan merupakan dukungan pendanaan

bagi kelurahan di kabupaten/kota untuk kegiatan pembangunan sarana dan




[ O]
[ o]

prasarana kelurahan dan Kkegiatan pemberdavaan masvarakat kelurahan.
Transparanst amggaran vang diwujudkan pemenntah di kelurahan scbagai
bentu pemerintahan  Good  governance, perlunya hal  keterbukaan
merupakan integritas nasional sebagat asas keterbukaan vang di atur dalam

Pemerintahan untuk mencegah vang namanva KKN di lini Pemenintahan.




BAB HI
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian

Jents penelittan vang digunakan dalam penelitian int adalah jenis
pencliian  kualitatf, wvaitu peneliti akan berusaha menggambarkan dan
menginterprestasikan secara tepat dan jelas mengenai sifat dan keadaan, situasi
dan kondisi, gejala dan perkembangannya serta hubungan antara ebyek penelitian
dengan gejala masyarakat lainnya.

Sedangkan jenis penelitian kuahtatif menurut Sugivono (2012 11) sebagai
prosedur penelitian vang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis
atau lisan dari orang-orang dan pertlaku vang dapat diamati. Pendekatan im
diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi dalam hal ini
tidak boleh mengisolasikan individu atau organisasi ke dalam vanabel atau
hipotesa, tetapi perlu memandangnya sebagai dan sesuatu keutuhan.

Dari pengertian di atas, maka peneliti beranggapan bahwa penggunaan tipe
penelitian kualitatif dengan pendekatan deskniptif ini dianggap merupakan hal
vang paling tepat untuk menggambarkan permasalahan secara mendalam yang

sesual dengan masalah dan tujuan penelitian.

B. Fokus Penelitian
Dalam penelifian ini penulis terfokus pada Transparanss Penggunaan Dana
yang diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat Kelurahan di Kel. Jagong,

Kec. Pangkajene, Kab. Pangkep. Maka dar itu penulis ingin menggunakan

metode kualitatit. sebab penelitian ini memerlukan pengamatan terbuka.
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C. Lokasi Penelitian

Lokasi penehtian i di Kantor Kelurahan, Jagong, Kecamatan Pangkajene,

Kabupaten Pangkep.

D. Sumber Data

1. Data primer vaitu data vang dipcroleh secara langsung dan objek yang
diteliti. Pengambilan data primer ini melalui observasi dan wawancara
langsung dengan instansi pemerintah. masvarakat dan yang berhubungan
dengan penehitian 1ni.

2. Data sekunder yaitu data yang sudah ada dan merupakan data yang didapat
dannt Kantor Kelurahan Jagong, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten
Pangkep dalam bentuk yang sudah jadi.

E. Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoich data-data vang di butuhkan guna melengkapi
pembahasan, maka penulis mclakukan metode pengumpulan data sebagai benkut:

1. Observasi

Observast dalam hal ini adalah peneliliti melakukan pengumpulan
data dengan mengunjungi secara langsung di lapangan dan melakukan tanya
jawab singkat yang berhubungan dengan variabel. Dalam pelaksanaan
observasi diharapkan dapat memperoleh data vang tak dapat diperoleh
melalui wawancara. Sasaran observasi dalam penelitian in1 adalah masyarakat

dan aparatur Kelurahan Jagong, Kec. Pangkajene, Kab. Pangkep.




2. Wawancara
Teknik  wawancara digunakan oleh penulis untuk mengetahui
penggunaan dana kelurahan di Kel. Jagong, Kec. Pangkajene, Kab. Pangkep.
Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan data-data vang akurat dalam
penelitian.
3. Dokumentast
Teknik dokumentasi vang digunakan dalam penelitian ini berupa
dokumen resmi vang terditi dari Handphone. sehubungan dengan masalah
sumber dan jenis data yang diperlukan dalam penclitian ini.
F. Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian vang digunakan meliputi. pedoman wawancara,
pedoman observasi, dan pedoman dokumentasi. Pepgabsahan data pada
implementasi metode /apnoteaching menggunakan triangulasi data, vaitu teknik
pemeriksaan keabsahan data memanfaatkan sumber vane lain di fuar data tersebut
untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang sudah
ada. Menurut Lexi J. Moleong (2005), keabsahan data menggunakan triangulasi
yaitu:
1. Sumber
Tnangulasi dengan sumber berarti membandingkan informasi yang
diperoleh melalui waktu dan alat vang berbeda.
2. Metode
Tnangulasi dengan metode yaitu pengecekan beberapa sumber data

dengan metode yang sama.
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G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menurut Sugivono (2012:107) terdin dan anahisis data
sebelum di lapangan dan analisis data selama di lapangan. Sedangkan Miles dan
Huberman membenka gamabaran mengenai teknik analisi data yaitu
1. Redukst data fdara reduction)

Data vang di peroleh dilapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu periu
dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan makin lama penelitian di
lapangan, maka jumlah data akan makin banvak. kompleks dan rumit. Untuk itu
perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti
merangkum, memilih hai-hal yang pokok. memfokuskan pada hal-hal yang
penting dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.

2. Penyajian data (dara display)

Dalam penelitian kualitatif, penvajian data bisa dilakukan-dalam bentuk
uraian singkat, skema, bagan. tabel, hubungan antar kategon dan sejenisnya, yang
berguna mendapatkan gainbaran yang jelas dan memudahkan dalam penyusunan
kesimpulan penelitian. Pada dasamnya. sajian da@a dirancang untuk
mengeambarkan svatu informasi secara sistematis dan mudah dilihat serta
dipahami dalam bentuk keseluruhan sajian.

3. Kesimpulan dan pemeniksaan {(conclusion drawing verification)

Langkah ketiga dalam analists data kualitatif adalah penankan kesimpulan
dan verifikasi. Kesimpulan awal vang dikemukakan masih bersifat sementara, dan
berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti vang kuat yang mendukung pada tahap

pengumpulan data berikutnya. Tetapt apabila data kesimpulan data yang




dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan
konsisten saat penelitan kembali kelapangan mengumpulkan data, maka

kesimpulan yang di kemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.




BABIV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kelurahan Jagong

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (dahulu bemama Pangkajene
Kepulauan, biasa disingkat Pangkep) adalah salah satu Kabupaten di Provinsi
Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu Kotanya adalah Pangkajene, Kabupaten ini
memiliki wilayah 111229 km, tetapi setelah diadakan analisis bersama
Bakosurtal, luas wilavah tersebut direvisi menjadi 12.362.73 km , dengan luas
wilayah daratan 898,29 kin dan wilayah laut 11.464.44 km.

Asal kata Pangkajene dipercaya berasal dari sungai besar yang membelah
kota Pangkep. Pungka berarti cabang. dan Je'ne berarti air. Im mengacu pada
sungai yang membelah kota Pangkep yang membentuk cabang. Berdasarkan letak
astronomis, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berada pada 11.007 bujur
timur, dan 040. 407 — 080. 00" lintang selatan. Secara Administratif Luas wilayah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah 12.362,73 Km2 (setelah diadakan
analisis Bakosurtanal} untuk wilayah laut seluas 11.464.44 Km2, dengan daratan
seluas 898,29 Km?2, dan panjang gans pantat di Kabupaten Pangkajene, dan
Kepulauan yaitu 250 Km, yang membentang dari barat ke timur. Di mana
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdiri dari 13 kecamatan, di mana 9
kecamatan terletak pada wilayah daratan. dan 4 kecamatan terletak di wilayah

kepulauan.

Kabupaten Pangkajene, dan Kepulauan merupakan kabupaten yang

struktur wilayah terdiri atas 2 bagian utama vang membentuk kabupaten 1ni yaitu:
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Wilayah Daratan Secara garis besar wilayah daratan Kabupaten Pangkajene,
dan Kepulauan ditandai dengan bemtang alam wilayah dan daerah dataran
rendah sampai pegunungan, di mana potensi cukup besar juga terdapat pada
wilayah daratan Kabupaten Pangkajene. dan Kepulavan yaitu ditandai dengan
terdapatnya sumber dava alam berupa hasil tambang, seperti batu bara,
marmer, dan semen. Disamping itu potensi pariwisata alam yang mampu
menembah pendapatan daerah. Kecamatan vang terletak pada wilayah daratan
Kabupaten Pangkajene dan Kepulavan vaitu terdini dani: Kecamatan
Pangkajene, Kecamatan Balocei, Kecamatan = Bungoro, Kecamatan
Labakkang, Kecamatan < Ma’rang. Kecamatai Segeri, Kecamatan Minasa
Te’ne, Kecamatan Tondong Tallasa, dan Kecamatan Mandalle.

Wilayah Kepulauan Kabupaten Pangkajene, dan Kepulauan merupakan
wilayah yang memiliki kompleksitas wilayah yang sangat-urgen untuk
dibahas, wilavah kepulauan Kabupaten Pangkajene. dan Kepulauan memiliki
potensi wilayah yang sangat besar untuk dikembangkan secara lebih optimal,
untuk mendukung perkembangan wilayah Kabupaten Pangkajene, dan
Kepulauan. Kecamatan vang terletak di wilavah Kepulauan Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan yattu:

» Kecamatan Liukang Tupabining

o Kecamatan Liukang Tupabinng Utara

» Kecamatan Liukang Kalmas

s Kecamatan Livkang Tangaya
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Bahasa resmi instansi pemerintahan di Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan adalah bahasa Indonesia. Menurut Stanstk Kebahasaan 2019
oleh Badan Bahasa, terdapat dua bahasa daerah di Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan, vaitu bahasa Makassar dan bahasa Bugis (khususnya dialek
Pangkajene dan Kepulauvan).

B. Hasil Peneltian
Dalam penelitian ini saya melaksanakan langsung observasi dan wawancara
langsung terkait Analisis Transparansi Penggunaan Dana khususnva di Kelurahan
Jagong, Kecamatan Pangkajenc, Kabupaten Pamgkep, mengajukan setiap
pertanyaan dan diwajibkan untuk dijawab sesuai dengan fakia dilapangan.
1. Bagaimana Transparansi Penggunaan Dana Program Kerja di Kelurahan
Jagong Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan?

Transparansi —merupakan jaminan = akses infornmasi, serta adanya
kemudahan akses informasi dan masvarakat atau kebebasan uniuk setiap orang
memperoleh informasi tentang penyclenggaraan pemerintah, yakni informasi
tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaanya, serta hasil-hasil yang
dicapai. Banyak hal yang bisa dilakukan Pemenntah Kelurahan Jagong untuk
menyumbangkan hal besar dimulai dari hal kecil, seperti :

a) Melatih berorganisasi vang kompak dan sehat, ajang silaturahmi.

b) Mengadakan kegiatan kerja bakti kebersihan dan penataan lingkungan setiap
minggu pagl.

¢) Mengadakan jadwal pengajian dan olahraga bersama.

d) Mengadakan lomba hal-hal positit.




¢) Setiap tahun diadakan acara wisata.

Dan masih banvak lagi, bukankah apabila kita mengerjakan sesuatu
dengan ikhlas dan senang hati semua hal sederhana itu bisa sangat
menyenangkan, karena dapat bermanfaat untuk diri sendirt maupun orang lain.
a. Minimnya Penvediaan Informasi vang jelas tentang Prosedur, biaya-

biaya dan tanggung jawab dalam pengelolaan dana Kelurahan

Menurut ANR Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun

2005 tentang Kelurahan Pasal | ayat (11} disebutkan bahwa Alokasi

Dana Kelurahan adalah dana vang diberikan Kepada Kelurahan yang

berasal dari dana perimbangan kevangan Pemermtah Pusat dan Daerah

yang diterima olch kabupaten/kota {A.Nasrun Rauf).

Penyediaan infonwasi adalab sebuah wujud layanan dan salah satu
bentuk transparansi dengan indikator. penyediaan informast vang jelas tentang
prosedur-prosedur, biaya-biaya, dan tanggungjawab. Tujuan utama program
dana Kelurahan Japgong, Kecamatan Pangkep, Kabupaten Pangkep dan
Kepulauan adalah untuk mengakses kegiatan program kegiatan vang dilakukan
oleh Kelurahan Jagong, Kecamatan Pangkep, Kabupaten Pangkep dan
Kepulauan, dalam pengelolaan dana Kelurahan Jagong ini membutuhkan
informasi dari pemerintah terkait program. agar program bisa berjalan
sebagaimana mestinya.

Sedangkan menurut AG Lebih lanjut pada Peraturan Pemenntah tersebut

Pasal 68 ayat {1} huruf ¢ discbutkan bahwa bagian dan dana

perimbangan keuangan pusat dan daerah vang diterima oleh Kabupaten/

Kota untuk Kelurahan paling sedikit 10%, vang pembagiannya untuk

setiap Kelurahan secara proporsional vang merupakan Alokasi Dana
Kelurahan (Aisyah Intang).




Dengan demikian dana anggaran yang disaiurkan ke desa atau kelurahan
tidak serta merta di anggarkan. Kita melihat dulu berdasarkan luas wilayah dan
usulan desa masing-masing berapa dana yang dibutuhkan sehingga kita
membuat pansus (panitia khusus} terlebuh dahulu. Serta kita ada namanya reses
(akses komunikasi) sehingga kita turun kemasvarakat untuk mengetahui apa
kebutuhan masyarakat, melihat dan mendengar apa maunya rakyat, kemudian
ada namanya skala kualitas sehingga kita bisa pertimbangkan dana dari APBD
yang dikeluarkan.

Menurut Al Kalau untuk biaya kebutuhan yang diperlukan untuk
pembenahan kegiatan skala kecil memang kami tidak mengeluarkan
biaya. tetapi tcrkadang untuk melakukan suatu kegiatan kami diluar
pihak kelurahan terkadang membebangkan biaya untuk kami, dan kami
tidak pernah diundang dalam pembicaraan mengenai anggaran yang

teralokasikan dari Kecamatan ke Kelurahan Jagong (Agustina).

Menurut pandangan ARN Secara umum, Transparansi Dana Kelurahan
ini memiliki tujuan untuk mempcrkuat kemampuan informasi keuangan
Kelurahan (APBDes). untuk memberi keleluasaan dalam mengelola 47
persoalan pemerintahan, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan Kelurahan,
uniuk mendorong terciptanya demokrasi Kelurahan, serta untuk meningkatkan
pendapatan dan pemerataannya dalam rangka mencapai kesejahteraan
masyarakat Kelurahan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2).

Sedangkan Menurut Al dalam mendistribusikan setiap dana keluruhan
mengalami yang namanva hambatan terkait program kera vang ingin
direalisasikan (Agustina). Namun hak Kelurahan sebagaimana Pemerintah

Kabupaten/Kota memiliki hak untuk memperoleh anggaran DAU (Dana




Alokast Umum) dan DAK {Dana Alokasi Khusus). tyjuan diberikannya Alokasi
Dana Kelurahan secara umum adalah untuk -

a. Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan dalam
melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan, dan
kemasyarakatan.

b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Kelurahan dalam
perencanaan, pefaksanaan pembangunan secara partisipatif.

c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja, dan
kesempatan berusaha bagi masyarakat Kelurahan

d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Menurut NR Di antara manfaat Alokasi Dana Kelurahan bagi kelurahan
sendiri adalah adanva pemerataan pembangunan bagi tiap kelurahan. Kelurahan
dapat menghemat biaya pembangunan, adanya kepastian anggaran, mengurangi
dana swadaya, dapat menangani permasalahan sccara cepat, mendorong
terciptanya demokrasi di Kelurahan Jagong sendint (Nurdin ).

Menurut Pandangan Al untuk pemanfaatan apa saja vang digunakan
kelurahan jagong untuk - program kerja merupakan mendorong terciptanya
pengawasan langsung. serta kesejahteraan kelompok perempuan, petani, dan
lain sebagainva dapat tercapai. Manfaai Alokasi Dana Kelurahan juga diperoleh
oleh Kabupaten/Kota. Manfaat tersebut yakni :

a. KabupatenKota dapat menghemat tenaga untuk membiarkan Kelurahan
mengelola otonominya tanpa terus bergantung pada Kabupaten/Kota.

b. KabupatenKota bias lebih berkonsentrasi meneruskan pembangunan
pelayanan publik untuk skala luas vang jauh lebih strategis dan lebih
bermanfaat untuk jangka panjang.

Secara umum prinsip-prinsip pengelolaan Alokasi Dana Kelurahan

mengikuti prinsip-prinstp Good Governunce. di antaranya: transparansi,

akuntabilitas, partisipatif, dan kesetaraan, Dalam Pasal | Peraturan Bupati
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Kabupaten Pangkep Nomor i tahun 2015 disebutkan bahwa prinsip-prinsip
pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa’Kelurahan adalah :

a. Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Kelurahan adalah merupakan
bagian vang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Kelurahan dan
dituangkan dalam APBDes.

b. Seluruh kegiatan yang didanai dan Alokasi Dana Kelurahan harus
direncanakan, dilaksanakan. dan dievaluasi secara terbuka dengan
melibatkan seluruh unsur masyarakat di Kelurahan.

c. Rencana kegiatan vang akan dilaksanakan dengan dana Alokasi Dana
Kelurahan harus disusun tersendini dalam bentuk Rencana Anggaran
Biava Kegiatan {RABK} dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kegiatan
(DPAK) vang mencakup rencana anggaran vang dibutuhkan 48 untuk
membiayal pelaksanaan kegiatan sesuai kebutuhan masyarakat secara
menyeluruh, dengan mempertimbangkan skala prioritas, sasaran, manfaat
dan dampak bagi masvarakat.

d. Seluruh kegiatan dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat,
terarah, terkendah serta hamus dapat dipertanggungiawabkan  secara
administrasi, teknis, dan hukum.

2. Apa kendala yang dihadapi oleh Kelurahan Jagong dalam penerapan
transparansi penggunaan dana keluraban Khususpnya di Kelurahan
Jagong, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan?

Minimnya akses Informasi fentang Pengunaan dana kelurahan yang
telah diterimah oleh Kelurahan jagong, dalam Penerimaan Informasi yang
diterimah oleh masyarakat dari kelurahan terkait transapransi anggaran yang
di lakukan kelurahan Jagong adanva keterbatasan akses informasi yang dibuat
oleh Pemerintah kelurahan yang diberikan ke masyarakat, dalam hal
pengunaan dana keluarahan hanya memberikan akses laporan penggunaan

dalam bentuk laporan tertulis kepada pihak pemerintahan dalam hal DPRD

atau yang terkait dalam laporan dana tersebut. Penerimaan data yang diberikan
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dalam bentuk laporan 1ni tidak begitu efektif dan transparan ke semua
masayarakat dan tokoh masvarakat di Kelurahan Jagong. Papan akses
informasi in1 tidak didapatkan oleh masyarakat ferkait kegiatan kegiatan
penggunaan dana vang dikeluarkan kelurahan. bentuk sepertt ini yang akan
mengazhambat terjadi good governance di Kelurahan Jagong. Perlunva akses
informast menjadi hal vang penting di tengah peradaban industn 4.0
keterbukaan in1 bisa dilakukan dimana saja terkait transparansi pengunaan
dana untuk mencegah KKN_Masvarakat juga harus aktif dalam pengunaan
dana kelurahan untuk pembinaan warga.

Akses informasi membenkan kemudahan para pemangku kepentingan
untuk mendapatkan informasi vang dibutuhkan. Hak untuk memperclch
informasi merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling mendasar,
setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Hak ini
mencakup kebebasan untuk menganut pendapat tanpa ada tekanan dan untuk
mencari, membenikan, dan menerima informasi dan gagasan melalui media
apapun tanpa mempedulikan batas Negara. transparansi pelayanan publik di
Kelurahan Jagong. Kecamatan Pangkep, Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan,

Menurut MY. Satu-satunva cara untuk mengakses informas: tentang
pengelolaan dana kegiatan dengan menemut langsung Lurah Kelurahan
Japong karena dimana anggaran untuk kelurahan bersifat lebih tertutup kecuali
masyarakat ingin tahu langsung dapat menemui Lurah kelurahan dengan

wawancara dan bertanva langsung di ruangan kantor Lurah, diantaranya
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informasi anggaran kegiatan vang bebas diketahui oleh kalangan warga

masvarakat misalnva berapa anggaran untuk keseluruhan dalam bidang-bidang

kegiatan masyarkat (Muh. Yusuf).

Dalam pandangan ANR hambatan vang telah diterima kelurahan

jagong. Hambatan eksternal vakni hambatan vang berhubungan dengan

masyarakat serta terkait dengan koordinasi dengan Tim Pengendali di tingkat

Distrik dan Tim Pembina di tingkat Kabupaten. Sedangkan hal-hal yang

merupakan hambatan cksternal dalam proses implementasi Alokasi Dana

Kelurahan di Kelurahan Jagong antata lain :

a.

Adanya masyarakat yang enggan berpartisipasi baik dalam hal finansial
maupun tenaga dan pikiran untuk menunjang kegiatan pemberdayaan
masyarakat vang dilakukan oleh lembaga kemasyarakatan menghambat
tercapainya tujuan dan kegiatan vang dilakukan.

Kecilnya dana untuk lembaga kemasyarakatan menyebabkan kesulitan
dalam merencanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang lebih
bermantaat untuk skala masyarakat vang lebih luas.

Budaya masvarakat vang kurang menaruh perhatian terhadap
pelaksanaan kegiatan-kegiatan  Alokasi Dana Kelurahan sehingga
kurang ada pengawasan dari masyarakat terhadap pelaksanaan
kegiatan-kegiatan tersebut,

Pencairan dan penyaluran dana vang terlambat dari jadwal yang telah
ditetapkan menvebabkan terhambatnya pelaksanaan kegiatan yang telah

direncanakan Lebih jauh lag keterlambatan ini mengakibatkan
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kurangnya kegiatan pemberdayaan masvarakat vang dapat dilaksanakan

secara berkesinambungan.

Tidak adanya sarana penyaluran informasi program Alokasi Dana
Kelurahan seperti papan pengumuman Kelurahan menyebabkan tidak
maksimalnya penvaluran informasi kepada masvarakat karena hanya
mengandalkan penyaluran informasi melalui peserta yang hadir dalam
musyawarah sehingga partisipasi masyarakat juga kurang maksimal.

Menurut ARN Sepert: dijelaskan dalam Pasal 4 bahwa pembangunan
sarana  prasarana  keluraban  meliputi:  pengadaan,  pembangunan,
pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan pemukiman,
transportasi, kesebatan sertz pendidikan dan kebudavaan. Sedangkan untuk
pemberdayaan masyarakat dikelurahan digunakan untuk peningkatan kapasitas
dan kapabilitas dengan mendayagunakan potensi sumber daya sendir, dalam
bentuk pelavanan, pelanhan dan sostalisasi, baik di bidang kesehatan,
pendidikan, kebersihan' lingkungan, kesiap siagaan dalam menanggulangi
bencana alam, dan vang lainnva. sebagaimana diatur pada Pasal 5 dan 6
PERMEDAGRI Nomor 130 tahun 2018.

Untuk 10 kelurahan di Kecamatan Pangkep, program kegiatan
pembangunan sarana dan prasarana yang kita laksanakan dan bersentuhan
langsung dengan kebutuhan masyarakat, sesuat PERMENDAGRI Nomor 130
Tahun 2018, Pasal 4 ayat 1 poin (b) pembangunan drainase dan selokan, poin
(h) penerangan lingkungan pemukiman yang kesemuanya sudah termasuk

dalam musyawarah tfingkat kelurahan  Sedangkan untuk  program
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pemberdayaan masyarakat, mengacu Pasal 5 dan 6 semua sudah dipersiapkan
oleh kelurahan masing-masing berupa pelavanan, pelatihan, dan sosialisast.
Untuk bidangnya.

Dalam pandangan ARN tata kelola pemenntahan yang baik adalah
transparansi selain itu terdapat beberapa tata kelola pemennthan yang baik
seperti partisipasi, akuntabilitas, dan kordinasi. Kemudian transparansi
merupakan proses keterbukaan menyampaikan informasi atau aktivitas yang
dilakukan. Harapannya, agar pihak-pihak eksternal vang secara tidak langsung
ikut bertanggungjawab dapat ikut memberikan pengawasan. Memfasilitasi
akses informasi menjadi faktor penting terciptanya transparansi 1. Menurut
NRI sederhanaya kettka merancang scbuah program kega yang memuliki
beberapa rincian anggaran pengeluaran dan pemasukan namun kita sebagai
pemerintah berhak memperanggungjawabkan ke publik supaya kita sebagai
pemerintah tidak menvalahgunakan jabatannya.

C. Pembahasan
Berdasarkan hasil penchitian vang dilakukan melalui observasi dan
wawancara vang dilakukan oleh penchti. Penelit menemukan berbagai informasi
berkenaan dengan pembahasan yang ada dalam skripsi ini. Informasi yang
didapatkan merupakan data aktual yang langsung diperoleh dan informan.
1. Transparansi Dana Kelurahan Jagong
Transparansi merupakan jaminan akses informasi, serta adanya
kemudahan akses informasi dan masyarakat atau kebebasan untuk setiap orang

memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi
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tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaanya, serta hasil-hasil yang
dicapai. Bukankah apabila kita mengerjakan sesuatu dengan ikhlas dan senang
hati semua hal sederhana itu bisa sangat menyenangkan, karena dapat
bermanfaat untuk dirt sendiri maupun orang lain.

Selain itu apabila para pemuda pemudi dapat melakukan kegiatan
remaja yang baik dan tepat, akan membantu pemerintah dalam memajukan
dan menata kondisi lingkungan dan mental rakvat Indonesia khususnya di
Kelurahan Jagong ke arah vang lebih baik dan selalu terpacu untuk berpikir
apa yang harus kita lakukan untuk hal yang berguna. Kegiatan ini bermanfaat
pula untuk melatih agar sifat individualistis tidak tertanam kuat, karena kalau
hal itu sudah tertanam kuat akan mengakibatkan sifat egois dan mementingkan
diri sendiri, kegiatan ini tak kalah menyenangkan jika dapat menyikapi secara

tepat.
Indikator-indikator transparansi adalah sebagat berikut:

1} Penyediaan informasi tentang prosedur-prosedur. biaya-biaya, dan
tanggungjawab dalam pengelfoianan dana,

2) Kemudahan masyarakat mengakses informasi. Demikian halnya
transparansi pengelolaan dana Kelurahan Jagong, Kecamatan Pangkep,
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan akan dideskripsikan melalui

beberapa indikator di atas:
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a. Minimnya penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur-
prosedur, biaya-biaya, dan tanggungjawab dalam pengelolaan dana
Kelurahan

Penyediaan informasi adalah sebuah wujud layanan dan salah satu
bentuk transparanst dengan indikator. penvediaan informasi vang jelas
tentangprosedur-prosedur, biaya-biaya dan tanggung jawab. Tujuan utama
program dana Kelurahan Jagong, Kecamatan Pangkep, Kabupaten Pangkajene
dan Kepulauan adalah untuk mengakses kematanprogram kegmatan yang
dilakukan oleh Kelurahan = Jagong, Kecamatan Pangkep, Kabupaten

Pangkajene dan Kepuilauan, dalam pengelolaan dana Keclurahan Jagong ini

membutuhkan informasi dan pemenntah terkail program, agar program bisa

berjalan sebagaimana mestinya.
Menurut hasil wawancara dengan Informan Kantor Kelurahan

Jagong tentang penvediaan informasi vang jelas tentang prosedur-prosedur

pengelotaan dana Kelurahan Jagong Kecamatan Paegkep Kabupaten

Pangkajene dan Kepulauan menyatakan bahwa: “Dana anggaran yang

disalurkan kedesa atau kelurahan tidak sera menta di anggarkan. Kita melihat

dulu berdasarkan luas wilayah dan usulan desa masing-masing berapa dana
yang dibutuhkan selungga kita membuat pansus {panitia khusus) terlebuh
dahulu. Serta kita ada namanya reses {akses komunikasi) sehingga kita turun
kemasyarakat untuk mengetahwi apa kebutuhan masyarakat, melihat dan

mendengar apa maunya rakyat, kemudian ada namanya skala kualitas

sehingga kita bisa pertimbangkan dana dart APBD vang dikeluarkan ™
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Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat menggambarkan bahwa
penyediaan informasi teatang prosedur-prosedur vang jelas karena sesuai
bentuk peraturan vang dilakukan Kelurahan Jagong ke masyarakat untuk
menyampaikan inspirasi-inspirasi untuk dana keluhan untuk permohonan akan
disesuaikan dengan luas wilayah serta perimbangan dari APBD untuk ke dana
program kerja Kelurahan Jagong,

Penyediaan informasi adalah sebuah wujud layanan dan salah satu
bentuk transparans: dengan indikator: penvediaan informasi vang jelas tentang
prosedur-prosedur, biaya-biaya daa tanggungjawab. Tujuan utama program
dana Kelurahan Jagong, Kecamatan Pangkep.  Kabupaten Pangkep dan
Kepulauan adalah untuk mengakses keoatan/program  kegiatan  yang
dilakukan oleh Kelurahan Jagong, Kecamatan Pangkep, Kabupaten Pangkep
dan Kepulauan, dalam pengelolaan dana Kelurahan Jagong ini membutuhkan
informasi dant pemenntah terkait program. agar program bisa beralan
sebagaimana mestinya.

Dengan demikian Dana anggaran vang disalurkan ke desa atau kelurahan
tidak serta merta di angearkan Kita melihat dulu berdasarkan luas wilayah
dan usulan desa masing-masing berapa dana vang dibutuhkan sehingga kita
membuat pansus (panitia khusus) terlebuh dahulu. Serta kita ada namanya
reses (akses komunikasi} sehingga kita turun kemasyarakat untuk mengetahui
apa kebutuhan masyarakat, melihat dan mendengar apa maunya rakyat,
kemudian ada namanya skala kualitas sehingga kita bisa pertimbangkan dana

dari APBD yg dikeluarkan




Secara umum pnasip-prinstp pengelolaan Alokasi Dana Kelurahan
mengikuti  prinsip-ponsip (Good Governance, di antaranva:  transparansi,
akuntabilitas, partisipatif, dan kesetaraan. Dalam Pasal 1 Peraturan Bupati
Kabupaten Pangkep Nomor 1 Tahun 2014 disebutkan bahwa prinsip-prinsip
pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa/Kelurahan adalah:

a. Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Kelurahan adalah merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Kelurahan.

b. Seluruh kegiatan vang didanai dan Alokasi Dana Kelurahan harus
direncanakan, dilaksanakan, dan dievaiuasi secara terbuka dengan
melibatkan seluruh unsur masvarakat di Kelurahan.

¢. Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dengan dana Alokast Dana
Kelurahan harus disusun tersendiri dalam benfuk Rencana Anggaran Biaya
Kegiatan {RABK) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kegiatan (DPAK)
yang mencakup rencana anggaran yvang dibutubkan 48 untuk membiayai
pelaksanaan kegiatan sesuai kebutuhan masvarakat secara menveluruh.

Seluruh kegiatan dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat,
terarah, terkendali serta harus dapat dipertanggungjawabkan secara

administrasi, tekms, dan hukum.

b. Mekanisme Penggunaan Dana Pregram Kerja di Kelurahan Jagong,
Kabupaten Pangkajene dan Kepulavan

Menyusun suatu mekanisme penggunaan adalah salah satu prinsip dari
transparansi pengelolaan anggaran dana APBD dengan indikator pelayanan
pengaduan dan jaminan hukum. Berdasarkan hasil penehiian penubs di
lapangan menemukan bahwa dalam transparansi pengelolaan anggaran dana
Kelurahan Jagong menggunakan suatu indikator, vattu pelayanan pengaduan
dan jaminan hukum. Sesuat dengan UU NO 25 Tahun 2009 Tentang pelayanan

publik merupakan terobosan besar dalam memcoba untuk meningkatkan

transparansi dalam memberikan pelayan publik.
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Cara untuk menyusun suatu mekanisme pengaduan yaitu adanya media
bagi masvarakat dalam manvampaikan pangaduan kalau ada keluhan tentang
pengelolalaan dana anggaran Kelurahan Jagong. Hasil wawancara penulis
dengan masyarakat di Kelurahan Jagong mengatakan bahwa:

Melalut telepon atau sms merupakan sarana yvang ada di Kantor Lurah
Jagong yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mamasukkan krnitik dan
sarannya kepada Kantor Lurah Jagong secara tidak langsung”. Berdasarkan
hasil wawancara diatas dapa! distmpulkan bahwa dengan adanya pengaduan
melalui telepon dan sms yang disediakan kantor Lurah Jagong dapat
memudahkan masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya dengan cara memberi
kritik dan saran terhadap kegiatan-kegiatan vang ada dt kelurahan Jagong
secara tidak langsung, tetapi masyarakat yang berada di kelurahan Jagong
jarang ada vang memasukkan saran dan knitikanya meskipun sudah ada telepon
ataupun sms vang disediakan di kantor Lurah Jagong.

Hasil wawancara = dengan masyarakat Jagong Kelurahan Jagong
mengatakan bahwa: “Selama masa jabatan kepala Kelurahan Jagong,
Kecamatan Pangkep, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan saya rasa
melakukan langkah-langkah pertanggungjawaban dengan cara-cara terbuka
salah satunya adalah lavanan pangaduan melalu telepon atau sms dapat
disampaikan langsung kepada L.urah Kelurahan dengan adanyva nomor telepon
kita bisa berhubung salah satu staf Kelurahan Jagong. Berdasarkan hasil

wawancara dengan beberapa informan diatas dapat disimpulkan bahwa layanan

pengaduan di Kelurahan Jagong, Kecamatan Pangkep, Kabupaten Pangkajene




44

dan Kepulauan belum dilakukan sesuai dengan aturan vang ada, meskipun
terkait lavanan telepon seluler untuk pengaduan vang langsung terhubung
dengan biro terkait dan adanya telepon atau sms saran dan kritik yang

disediakan.

. Faktor Penghambat Pemerintah Dalam Penerapan Transparausi
Penggunaan Dana Kelurahan

Hambatan eksternal vang berhubungan dengan masvarakat serta terkait

dengan koordinasi dengan Tim Pengendaban ditingkat kelurahan dan tim

pembina ditingkat Kabupaten Sedangkan hal-hal yang merupakan hambatan

dalam proses implementasi alokast dana kelurahan jagong antara lain

a) Adanya masyarakat vang enggan berpartisipasi baik dalam hal finansial
maupun tenaga pikiran untuk meaunjang tenaga pemberdavaan masyarakat
yang dilakukan olch fembaga kemasyarakatan.

b} Kecilnya dana lembaga Kemasvarakatan kesulttan dalam merencanakan
kegiatan pemberdavaan masyarakat vang lebih bermanataat untuk skala
masyarakat vang lebih luas.

c) Budaya masvarakat vang kurang menaruh perhatian terhadap pelaksanaan
kematan-kegiatan alokasi dana keturahan sehingga kurang ada pengawasan
dari masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Pencairan dan
penyaluran dana vang terlambat dan jadwal telah ditetapakan menyebabkan
terhambatnva pelaksanaan kegatan vang telah direncanakan. Lebih jauh
lagi keterlembatan ini mengakibatan kurangnya kegiatan pemberdayaan

masyarakat yang dapat dilakasanakan secara berkesinambungan.
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Tidak adanyva sarana penvaluran informasi program alokasi dan
Kelurahan seperti papan pengumanan keluarahan menvebabkan tidak
maksimalnya penyaluran informasi kepada masvarakat karena hanya
mengandalkan penyaluran informasi melalui peserta yang hadir dalam
musyawarah sehinggah partisapasi masyarakat juga kurang mahi@l. Dalam
hal transparansi dana kelurahan tidak adanya sarana penyaluran informasi
program Alokasi Dana Kelurahan seperii papan pengumuman Kelurahan
menyebabkan tidak maksimainva penvaluran informasi kepada masyarakat
karena hanya mengandalkan penyaluran informasi melalut peserta yang hadir
dalam musyawarah sehingga pariisipasi masyvarakat juga kurang maksimal.

Tuntutan mengenai akuntabilitas pengelolaan dana kini menjadi fokus
penting bagi perangkat Kelurahan, sebab akuntabilitas menunjukkan
keberhasilan  tercapainva visi dan  Undang-Undang  untuk® mewujudkan
Kelurahan vang maju. kuat mandini, berkeadilan, dan demokratis, memiliki
kewenangan penuh daiam mengurusimengatur din sendin untuk mencapai
kesejahteraan masyarakat desa. Akuntabilitas menunjukkan bahwa pejabat
publik telah bertindak dengan benar. berpeniaku etis. serta bertanggungjawab
atas kinerjanya. Dengan kata lain, akuntabilitas menjadi tolak wukur
komitmen yang dimiliki pejabat pubiik dalam hal im pejabat kelurahan,

terhadap organisast dan masvarakat vang dipimpinnya { Abidin 2015).

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan ada tiga faktor
vang menyebabkan terjadinva korupsi dana kelurahan, diantaranya;

pertama, kurangnya partisipast masyarakat dalam proses perencanaan serta
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pengawasan dana kelurahan: kedua,masih kurangnya kompetensi yang dimiliki
oleh kepala kelurakan dan perangkat kelurahan; ketiga, lembaga yang belum
sepenuhnya diberdayakan. Penelitian oleh Aziz (2016) menyatakan beberapa
hambatan dalam pengelolaan dana kelurahan diantaranya adalab kurangnya
kapasitas sumber dayva manusia pemerintahan kelurahan dan kurangnya

tingkat partisipasi masyarakat.




BABY
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan vang telah diuraikan maka

dapat disimpulkan sebagai benkut

1.

b

Transparansi Alokasi Dana Program Kerja belum sesuai yang diharapkan
dan belum terlaksana dengan baik karena masih terdapat kurangnya
penyediaan informasi vang jelas tentang prosedur-prosedur, biaya-biaya
dan tanggungjawab dalam pengelolaan dana APBD, dan adapun minimnya
akses informasi tentang pengelolaan dana APBD.

Kurangnva penvediaan informasi vang jelas menjadi  penghambat
transparansi untuk mengetahui berapa anggaran dana yang dialokasikan
untuk program kerja ke kelurahan. seria kurangnya sosialisi pemerintah
Kelurahan Jagong terhadap pengalokasian dama terhadap kesejahteraan
masyarakat, Adapun minimnya akses informasi anggaran dana Kelurahan
Jagong menjadikan tata kelola pemenntahan yang kurang relatif berjatan
karena Anggaran Dana vang terslokasikan ke kelurahan masih minim

diketahui oleh publik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan mengenai Analisis Transparansi penggunaan

Dana Kelurahan di Kelurahan Jagong, Kecamatan Pangkep, Kabupaten

Pangkajene dan Kepulauan di atas, maka peneliti mengemukakan sebagai berikut:
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Pemerintah harus melakukan sosialisasi terhadap transparansi alokasi
dana setiap program kerja sehingga masyarakat bisa lebih tahu anggran
yang dikeluarkan pemerintah setiap tahunnya agar masyarakat tidak
curiga terhadap tindak pidana korupsi di kelurahan Jangan hanya
masyarakat vang bisa mengakses informasi dengan bertemu langsung
dengan Lurah kelurahan. Menurut saya hal yang seperti itu kurang
efektif dan lambat untuk mendapatkan informasi untuk masyarakat.

Dalam kegiatan pembinana remaja perlu adanva jalur koordinasi yang
jelas dan baik antara pemenntah di Kelurahan dan_masyarakat
setempat, agar nanfinya fidak terdapat miskomunikasi dan tumpang
tindih terhadap kepentingan pribadi serta diharapkan dalam senap
pelaksanaan kegiatan terdapat kontrol atau pengawas oleh pemerintah

setempat.
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